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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
buhwa berdusarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentuny
Retribusi Dacrah. maka Retribusi Pelavanan Parkir Ditepi Jalan Uniwi
lermasuk  jenis  Relribust  Jasa Usaha yang merupakan  Kewenangun
Kabupaten:
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun
2001 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum tidak sesuai lugi
dengan perkembangan sckarang sehingga perlu dicabut dan dibentuk dengan
Peraturan Daerah yang baru:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentany
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajuk
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) scbagaimana lelah diubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ~ Nomor 4048):
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang lak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 351 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol. Kabupaten Morowali, dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900).




Menetapkan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahiun
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960):

5. Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentany
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah  beberapa kali terakhir dengan Undang-undung
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Dacrab
(Lemburun Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambalian
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

6. Undang-Undang Rc’publik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas din
Angkutun Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nowo

96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

~l

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593 ):

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan  Yang Menjadi Kewenangan

Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai

Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAlI KEPULAUAN
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Dacrah ini. yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
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Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonos

lainnya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.

Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurul
Asas Desentralisasi.

Dinas  Perhubungan adalah  Dinas  Perhubungan, Telekomunikasi — dun
nlormatika Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kas Dacrah adalah Kas Duerah Kabupaten Banggui Kepulauan.,

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Dacrah
sesual dengan Peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan lerbut

Perseroan Komandfler. Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara alau
Duerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma.
Kongsi. Koperasi, Yayasun atau Organisasi yang sejenis. Lembaga, Dana
Pensiun bentuk usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
teknik vang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan utau
kereta tempelan yang scrangkaian dengan kendaraan bermotor.

Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk

dipergunakan oleh umum dengan pungutan bayaran.

. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yarg dilengkapi

sebanyak-banyaknya 8§ (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk

pengemudi baik dengan maupun tanpa pelengkap pengangkutan bagasi.

_Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8

(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi  baik

dengan maupun tanpa pelengkap pengangkutan bagasi.

. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain mobil penumpang

dengan bus.

Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan motor

untuk penumpang dan untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan

khusus atau untuk menyangkut barang-barang khusus.

Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut

barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang

untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

. Kereta tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang

yang dirancang untuk ditarik olch kendaraan bermotor.

. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan

telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagi tempat parker kendaraun

bermotor.

. Pelayanan parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum yang

ditentukan oleh Pemerintah Daerah, karena jalan menyangkut kepentingan
umum, maka penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



19. Retribusi Jasa Umum adalah rewibusi atau jasa yang disediakan atau
diberikan - oleh Pemerintah Dacrah  untuk  tujuan  kepentingan  Jun
kemanlaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi ataw Badan yang menuntut Peratusan

Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembavuian

retribusi.

- Musa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waku
bagi wajib retribusi untuk memantfaatkan jasa pengujian kendaraan bermoto
22, Surat Pendaltaran Objek Rewibusi Daerah adalah yang sclanjutnya disingkal
SPDORD. adalah  surat vang  digunakan  oleh  wajib  retribusi  untuk
melaporkan  data Objek retribusi dan wajib  retribusi sebagai  dusw
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Perundung-

undangan Retribusi Daerah.
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. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalih

surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
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4. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Kurang Bayar yang selanjutnya discbut
SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah
retribusi vang telah terutang. jumlah kredit retribusi. jumlah kekurangun
pembayaran pokok retribusi. besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang
masih harus dibayar.
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. Surat Ketetapan Retribusai Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnyu
disebut SKRDLB. adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda

27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap
SKRD. SKRDKBT, SKRDI.B atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh
pihak ketiga vang diajukan oleh Wajib Retribusi.

28. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari. mengumpulkan

dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasun

Kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan Retribusi Daerah.

tindakan  yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yuang
selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkun
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang

Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
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BAB il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Rewibusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum  dipungo

pembuyaran rewribusi atas pelayanan Parkir.

Pasal 3
Objek Retribusi adalah setiap pemanlaatan empat Parkic DiTepi Julan Uniun

vang disediukan oleh Pemerintah Daerah,

Pasal 4
Subjek Retribusi adalal® orang pribadi atau badan yang memantaatkan fasilitis
parkir.
BAB 111
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Parkir di lTepi Jalan Umum termasuk digolongkan scbagal

Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekucnsi penggunaan tempat
parkir.
BAB YV
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi
didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan
jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap
memperhatikan  penyelenggaraan, kemampuan masyarakat dan  aspek
keadilan. |
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pengadaan
Marka jalan. Biaya Pengadaan Rambu-rambu, Biaya Operasional.
Pemeliharaan. Administrasi. dan Biaya pengawasan dan pengendalian.

Pasal 8

(1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi julan

tUmum.




(2) Tingkat kepadatun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur berdasarkan

jumlah ratw-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas
tempat parkir di tepi jalan umum.
(3) Struktur dun besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut

Tingkat Kepadatan : lenis Kendaraan

. , | Fapirl
Parkir | Bermotor

\ - Sedan. Jeep. Mini Bus. Pie- | Rp. 1.000/sekali parkir
Lp dan sejenisnya
) . . _ . .
Rendah |- Bus Truk dan alat besar | Rp. 1.500/sekali parkir
lainnya,

= Sepeda Motor Rp.  300/sekali parkir

. o 7 ‘ - Scdmf]céﬁ. Mini Bus., Pic- ﬁRpj 1.500/sekali parkir
Up dan sejenisnya
| Sedang - Bus Truk dan alat besar | Rp. 2.500/sekali parkir

| lainnya.

- Sepeda Motor Rp.  500/sckali parkir

~ Sedan, Jeep, Mini Bus, Pic- | Rp. 1.500/sekali parkir

Up dan scjenisnya

- Bus Truk dan alat besar | Rp. 2.500/sekali parkir

Tinggi lainnya.
- Sepeda Motor Rp.  500/sekali parkir
- Becak / Gerobak Rp.  300/sekali parkir
Khusus

(4) Penetapan taril bagi para pelanggan parkir bulanan sebagai berikut :

Jenis Fasilitas

: Jenis Kendaraan Besarnya Taril’
Parkir

- Menggunakan Parkir di tepi | - Sedan, Jeep. Mini Bus, Pic- | Rp. 21.000/Bln/kendaraan

jalan umum secara menetap Up dan sejenisnya
. - Truk roda 4 (empat) Rp. 25.000/Bli/kendaraan
: - T'ruk roda 6 (enam) Rp. 33.000/Bln/kendaraan
| - Alat Berat dan sejenisnya Rp. 38.500/ Bln/kendaraan
| = Sepeda Motor Rp. 15.000/Bln/kendaraan




BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9
Retribusi vang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan parki
diberikun.

BAB VI!

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi terutany adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lLain

vang dipersamakan. ¢

BAB VIII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 11
(1) WayibRetribusi wajib mengisi SPAdORD.

(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelus.
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPAORD scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12
(1) Berdasarkan SPAORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ().
ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.
(2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan,
(2) Retribus! dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain vang

dipersamakan.
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BARB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14
(1) Pembavarun Retribusi yeng terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Tata cara pembayaran. penyetoran, tempal pembayaran Retribusi diatul

dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PENGURANGAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

. Pasal 15

(1) Bupati dapat memberikan  pengurangan. Keringanan. dan  pembebusi
Retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1). diberikan  dengan  memperhatikan  kemampuan - Wajib
Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan. keringanan dan pembebasan Retribusi ditetaphan

oleh Bupati.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 16

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Dacrali
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima. mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah:

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau  badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
schubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah:

¢. Meminta keterangan dan bahan bukt dari orang pribadi atau budun
sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah:

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang
berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;

¢. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut:

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan  twgeas
penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah:

o




Menyuruli berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan

i<

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksu
identitus orang dan atau dokumen yang dibawa scbagaimana dimaksu
pucda hurut e

o Memolret sescorang vang  berkaitan dengan tindak Pidana Retribus
Dacral:

L Memanegil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebupi
tersingka dtau seksi

i Menghentikan penyidikuan:

k., Melakukan tindakun lain vang perlu untuk kelancaran penyidikan tndak
pidana  di bidang Retribusi  Daerah  menurut  hukum  yang  dupul
dipertanggungjaWabkan.

(3) Penyidik scbagaimana  dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan
dimulainva  penyidikan dan  menyampaikan  hasil penyidiknya  kepuda
Penuntut Umum. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undany
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X1V
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimanu dimaksud
pada Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan
Dacrah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana diamaksud ayat (1) pasal ini adalah pelangaran.

Pasal 18
Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
bayar. dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perscen)
setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang baya

dan tagihan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten

Banggai Kepulauan Nomor 8 tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di

Tepi Jalan Umum dinayatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 20

Peraturan Dacraly ini mulai berluku pada tanggal diundangkan.
Agar  selinp orang  dapat  mengetahuinya.  memerintahkan
Pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan menempatkannya dalam Lembuaran

Dacrah Kabupaten Banggu Kepulavan,

Ditetapkan di salakan

ﬂ ‘-'Af/

Diundangkan di Salakan -
3 nopember 2009

NOPHAN SALEH

LEMBARAN DAERAITKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 9




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DALERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2009
FENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

[. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor |2
Tahun 20038 telah ditentukan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah diharapkan dapat membantu pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan
Pembangunan Daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Schubungan dengan hal tersebut di atas. untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat, maka diperlukan adanya pengaturan penggunaan parkir di tepi jalan umum.
dengan maksud agar supaya tidak terjadi kemacetan lalu lintas dan/atau kecelakaan lalu lintus.

Untuk memberikan pelayanan tersebut. Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk
memunggut retribusi atas pelayanan atas Pelayanan Parkir Di tepi Jalan Umum sebagai salah
satu sumber pendapatan dacrah untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan di

daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
L Cukup Jelas.
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas
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Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal §
Avat (1)
Cukup Jelas
Avyat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Alat Berat lainnya adalah Loader. Motor Grader. Buldozor.
Road Roller. Katel Asphalt Spayer, Flat Bed Truk. Excavator dan sejenisnya.
Pasal 9 :
Cukup Jelas
Pasal 10
Yang dimaksud dengan dokumen lain vang dipersemelkan adalah kwitansi. kupon dan
karcis.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Avyat (3)
Cukup Jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah kwitansi, kupon
dan karcis,
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 13
Avat (1)
Cukup Jelas
Ayal (2)
Cukup Jelas
Pasal 14
Avyat (1)
Cukup Jelas
Ayat(2)

Cukup Jelas




Pasal 15
Avat (1)
Cukup Jelas
Avyat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
Avat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelus
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas




